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BUPATI MADIUN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI MADIUN 

NOMOR 42 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 30 TAHUN 2018 

TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL 

PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO  

KABUPATEN MADIUN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MADIUN, 

Menimbang  : a.  bahwa untuk menambah kompleksitas tugas pada Unit 

Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal pada Dinas 

Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten 

Madiun, perlu mengubah Peraturan Bupati Madiun 

Nomor 30 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis 

Daerah Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan, 

Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Madiun 

Nomor 30 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis 

Daerah Metrologi Legal Pada Dinas Perdagangan, 

Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang  

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950  Nomor 41, Tambahan 

Lembaran    Negara   Republik   Indonesia  Nomor 9) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

   

SALINAN 
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6398); 

3.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

4.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 

7.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 

Dinas dan UPTD (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 451); 

8.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6  Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah 

Kabupaten Madiun Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah 

Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 13); 
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10.  Peraturan Bupati Madiun Nomor 74 Tahun 2019 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan 

Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha 

Mikro Kabupaten Madiun; 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Pasal 7 

 

UPTD Metrologi Legal mempunyai fungsi: 

a. pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang UTTP;  

b. pengelolaan, pemeliharaan standar kerja, cap tanda tera dan   

sarana metrologi legal lainnya; 

c. pengelolaan ruangan penyimpanan standar kerja yang 

terkondisi; 

d. pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT); 

e. pengelolaan tata usaha;  

g. pelaporan metrologi legal; dan 

h.  pengawasan ukuran, takaran, timbangan, perlengkapan dan 

barang dalam keadaan terbungkus. 

 

 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 30 TAHUN 2018 

TENTANG  UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI 

LEGAL PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN 

USAHA MIKRO KABUPATEN MADIUN. 

  

Pasal I 

 

Ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun  

2019 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal pada 

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten 

Madiun yang diundangkan tanggal 28 Mei 2018 ditambah 1 (satu)  

huruf yakni huruf h, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal   II 

 

 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun. 

 

  

Ditetapkan di Caruban 

pada tanggal 27 September 2021 

BUPATI MADIUN, 

          ttd. 

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO 

  

Diundangkan di Caruban 

pada tanggal 27 September 2021 

SEKRETARIS DAERAH, 

          ttd. 

TONTRO PAHLAWANTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 42 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 ttd. 
 

ALIF MARGIANTO 
 

 

 

ada tanggal 16 Desember 2016 

NOMOR 40 

Salinan sesuai dengan aslinyEKRETARIS DAERAH 

 


